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MEMNTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDOMESLA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-105/KM.10/2009
TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PEMEIUN DATRI

el

DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan sural Nomer 005/DIR/I/2009 tanggal 6 Maret 2009 hal
Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja
dan surat terakhir Nomor 019/DIR/TIL/2009 tanggal 1 Mei 2009 mengenai
penyampaian kelengkapan dokumen, veng diterima Biro Dana Pensiun
tangpal 8§ Mei 2009, Diircksi PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Pendiri Dana
Pensiun Bank CIMB Niasga telah mengajukan permohonan pengesahan
perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank CIMB N iaga;

bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank CIMEB
Miaga telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republilk
Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan
pelaksanaannya,

Undang-undang Republik Indonesia Nomeor 11 Tahun 1992 tentang Dang
Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19972 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun Pemberi Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomar 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3507);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Redudukan,  Tugas, Fungsi,  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kera
Kementerian Negara Republik Indonesiz sebagaimana telah divbab dengan
Feraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005,

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22VRME. 7/
1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana
Pensiun - Pemberi Kerja, Penyesuaian Yavasan Dana  Pensiun, dan
Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun
Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan  Keputusan  Menterd
Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998 -

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Nomor Kep-04/BLA200E tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada
Para Pejahat Eselon [T di Linglkungan Badan Pengawss Pasur Modul dan
Lembaga Kevangan Departemen Keuvangan Untule dan Atas Nama Menteri
Kevangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana telah divbah dengan Keputusan Ketua Badan Penguwas Pasar
Modal den Lembaga Keuangan Nomor Kep-139/B1L/2007,

Memutuskan .
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MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERT KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR T KEP-105/KM. 102009
TANGGAL : 12 MET 2009

MEMUTTUSKAN

MENTERI KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA
TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA

Mengesalikan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank CIMB Niaga
berkedudukan di Jakarta, yang diletapkan Pendiri dengan Keputusan Direksi PT
BANK CIMB NIAGA Tbk Nomor 003/DIR/IT2009 tanggal 19 Maret 2009.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor KEP-177/KM.10/2007 tanggal 19 September 2007 tentang
Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank MNiaga
Thbk, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Keuangan;

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

Kepala Biro Dana Pensiun;

Direlesi PT Bank CIMB Niaga Thk. selaku Pendiri Dana Pensiun Bank
CIMB Miaga.

U S I

Ditetapkan di Jukarta
pada tangeal 12 Mei 2009

an. Menteri Keuangan
Kelua Badan Pengawas Pasar Madal dan
Lembaga Keuangan
b,
Kepala Biro Dana Pensiun

‘%5[111 w sesual dengan aslinya, 11,

L-.}-l"'ilﬂ Bagian Umum

Taselvo Wahyu Adi 5.
=P 060076008

Mulabasa Hutabarat
MIP OA00a8495
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KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK CIMB NIAGA Thk

Nomor : 003/DIR/III/2009
TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN
DARI
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA

DIREKSI PT BANK CIMB NIAGA Thk,

bahwa PT Bank Niaga Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun telah
berubah nama menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, nama Dana
Pensiun diubah menjadi Dana Pensiun Bank CIMB Niaga,

bahwa untuk menjaga kelangsungan Pemberi Kerja dalam
mendanai program pensiun, perlu dilakukan pembatasan atas
kepesertaan Dana Pensiun, kenaikan Manfaat FPensiun, dan
kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun:

bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu
untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun
PT Bank Niaga Tbk sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Direksi PT Bank Niaga Tbk Nomor 061/CHB/KP/2007 tanggal
27 Maret 2007 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor KEP-177/KM.10/2007 tanggal 19 September 2007,
dengan Keputusan Direksi PT Bank CIMB MNiaga Tbk,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1092
tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3477
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomer 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507)
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3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Momor
227IKMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Tata Cara
Permohonan  Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun
Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan
Fengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari
Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Republis Indonesia
Nomor 344/KMK.017/ 1998 tanggal 13 Juli 1998;

4. Anggaran Dasar PT Bank CIMB Niaga Thk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk tentang Peraturan

Cana Pensiun dari Dana Pensiun Bank CIMB Miaga.

Pasal 1
Arti Istilah

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1:

10.

14

12,

1.3

Bank adalah PT Bank CIMB Miaga Tbk, berkedudukan di Jakarta yang didirikan
berdasarkan Akte Notaris Raden Meester Soewandi Nomor 90 tanggal 26
September 1955, berikut seluruh perubahannya.

Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bank CIMB Niaga.

Feraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank CIME Miaga
yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun,

Cireksi adalah Direksi Bank.

Femberi Kerja adalah Bank yang diwakili cleh anggota Direksi yang berwenang
sesuai dengan Anggaran Dasar Bank,

Pendiri adalah Pemberi Kerja yang mendirikan Dana Pensiun.
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun,
Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.

Karyawan adalah seseorang yang bekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat

sebagal karyawan tetap sesual peraturan kepegawaian yang berlaku pada
Pemberi Kerja.

Feserta adalah Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan ini
dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.

Fensiunan adalah Peserta yang berhenti beskerja karena pensiun dan telah
meanerima pembayaran Manfaat Pensiun bulanan menurut Peraturan ini.

Bekas Karyawan adalah Peserta yang berhenti bekerja bukan karena pensiun dan
yang bersangkutan lidak mengalihkan haknya atas dana ke Dana Pensiun
Femberi Kearja lain atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan,

Gaji adalah gaji bruto {gaji pckok) bulanan yang diterima Karyawan dari Pemberi
Kerja sesual peraturan penggajian yang berlaku pada Pemberi Kerja.
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Penghasilan Dasar Pensiun adalah Gaji Karyawan yang ditetapkan dalam

Peraturan ini sebagai dasar perhitungan besarnya iuran dan atau Manfaat
Pensiun.

Manfaat Pensiun adalah pembayaran secara berkala yang dibayarkan kepada

Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan
dalam Peraturan.

Masa Kerja adalah masa bekerja Karyawan yang tidak terputus sejak tanggal
Karyawan terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan kepesertaan aktifnya pada
Dana Pensiun berakhir dan masa bekerja Karyawan di luar Pemberi Kerja yang
diakui oleh Pemberi Kerja.

Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta yang

meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti
bekerja, meninggal dunia atau pensiun.

Anak adalah anak yang sah menurut hukum dari Peserta dan telah terdaftar pada
Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.

Fihak Yang Ditunjuk adalah sesecrang yang ditunjuk cleh Peserta dalam hal
Peserta tidak menikah dan tidak punya Anak untuk menerima pembayaran hak
Peserta atas dana apabila ia meninggal dunia, dan telah terdaftar pada Dana
Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.

Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.

Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagai-
mana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku di bidang Perbankan.

Cacat adalah cacat total dan tetap jasmani dan atau rohani yang menyebabkan
seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan
yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan
pengalamannya.

Bunga Yang Layak adalah tingkat bunga deposito pada Bank Umum milik
Pemerintah yang berjangka waktu satu tahun, yang menguntungkan bagi Peserta.

Milai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran atau
pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang
dihitung dengan mendiskonte pembayaran atau pembayaran-pembayaran
termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat

probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran
termaksud,

Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan
pelaksanaannya.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Mama, Tempat Kedudukan, Tanggal Pembentukan
dan Jangka Waktu

Dana Pensiun menjalankan kegiatan usahanya dengan nama Dana Pensiun Bank
CIMB Niaga, selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.
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Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua PT
Bank Niaga yang didirikan berdasarkan akta Notaris E. Pondaag Nomor 61 tanggal
13 Desember 1979 yang pembentukan dananya telah mendapat pengesahan
Menteri berdasarkan surat Nomaor S-017/MK, 11/1980.

Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua PT Bank Niaga telah disesuaikan dengan
Undang-Undang Dana Pensiun berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Niaga
Tbk Nomor 054A/RD/KP/S3 tanggal 05 April 18992 tentang Peraturan Dana
Pensiun PT Bank Niaga dan telah mendapat pengesahan Menteri berdasar
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomar KEP-144/KM.17/1994
tanggal 18 Juni 1994,

Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat {3) telah mengalami
perubahan, yaitu:

a. Perubahan pertama dengan Keputusan Direksi PT Bank Niaga Tbk Nomor
149/PW/KP/2001 tanggal 08 Oktober 2001 tentang Peraturan Dana Pensiun
dari Dana Pensiun PT Bank Niaga Tbk dan telah mendapat pengesahan
Menteri berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
KEP-163/KM.6/2002 tanggal 29 Juli 2002;

b. Perubahan kedua dengan Keputusan Direksi PT Bank Niaga Tbk Momor
061/CHB/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Peraturan Dana Pensiun
dari Dana Pensiun PT Bank Niaga Tbk dan telah mendapat pengesahan
Menteri berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
KEP-177/KM.10/2007 tanggal 19 September 2007.

Dana Pensiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Kantor cabang dan atau kantor perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di daerah
lain apabila diperlukan dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perijinan
untuk itu dari instansi yang berwenang.

Pasal 2
Asas dan Dasar

Dana Pensiun berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1845 sebagai landasan konstitusional.,

(1)

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Maksud didirikannya Dana Pensiun adalah untuk menyslenggarakan Program
Pensiun Manfaat Pasti sebagaimana diatur dalam Peraturan ini

Dana Pensiun bertujuan untuk menghimpun dana berupa iuran Pemberi Kerja dan
iuran Peserta, mengelola dan mengembangkan dana yang terkumpul serta
bertujuan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta dan atau
kepada Pihak Yang Berhak sebagaimana diatur dalam Peaturan ini.

iy
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Pasal 5
Kekayaan Dana Pensiun dan Pengelolaannya
{1} Kekayaan awal Dana Pensiun berasal dari kekayaan Yayasan Dana Tunjangan
Hari Tua PT Bank Niaga dan selanjutnya dihimpun dari:

a. luran Pemberi Kerja;

b. luran Peserta;

c. Pendapatan dari investasi;

d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.

(2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.

{3) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan Pengurus sesuai dengan
arahan investasi yang digariskan oleh Pendiri.

(4) Dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, pengelolaan kekayaan Dana

Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada pihak lain yang memenuhi
ketentuan Menteri.

(5) Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik
atau dialihkan atas perintah Pengurus.

() Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali
pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

(V) " Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaan
sebagai jaminan atas suatu pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.

(8) Surat-surat atau dokumen mengenai investasi Dana Pensiun pada jenis investasi
tertentu yang ditetapkan Pendiri dititipkan kepada Penerima Titipan.

Pasal 6
Pendiri
Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta yang

didirikan berdasarkan Akite Motaris Raden Meester Soswandi Nomor 20 tanggal 26
September 1955, berikut seluruh perubahannya.

Pasal 7
Hak dan Wewenang Pendiri
(1)  Menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas, serta menetap-
kan susunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
{2) Menetapkan garis-garis besar kebijakan Dana Pensiun.
(3) Menetapkan dan mengubah serta mamberlakukan Peraturan.
(4)  Menetapkan arahan investasi Dana Pensiun beserta perubahannya.

(5} Mengesahkan atau menoclak laporan keuangan tahunan dan laporan pertanggung
Jawaban Pengurus dan Dewan Pengawas.
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(&) Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran dan belanja

Dana Pensiun yang disusun Pengurus, termasuk rencana anggaran yang disusun
Likuidator,

{¥)  Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.

(8) Menetapkan honorarium dan penghasilan lainnya bagi Dewan Pengawas dan
menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Pengurus.

Pasal 8

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pendiri

{1} Membiayai penyelenggaraan pregram pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Dana Pensiun dan Peraturan ini.

(2) Membayar iuran yang menjadi kewajibannya vang besarmya ditetapkan
berdasarkan perhitungan aktuaris.

(3)  Memungut iuran Peserta setiap bulan

{4} Menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iurannya sendin kepada
Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 {lima belas) bulan
berikutnya.

(5) Bertanggung jawab agar Dana Pensiun selalu dapat memenuhi kewsjibannya
kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak.

{6) MWengakui sebagai hutang atas iuran Peserta dan atau iuran Pemberi Kerja yang
belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan dari batas waktu jatuh
tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(7)  Membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) yang
besarnya setingkat dengan tingkat bunga tertinggi deposite berjangka 3 (tiga)
bulan pada Bank Pemerintah,

{8) Melaporkan kepada Menteri mengenai:
a. Perubahan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah tanggal perubahan;,

b. Perubahan Pengurus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
berlakunya perubahan;

c. Perubahan arahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 7 ayat (4)
selambat-lambainya 30 ({tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan,

d. Perubahan penunjukan Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat {7) selambat-lambatnya 30 {tiga puluh) har kerja sebelum berlakunya
perubahan,

Pasal 9

Dewan Pengawas

(1) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendin dengan surat
keputusan,

(2} Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk satu periode masa jabatan selama 3
(tiga} tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya. |
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